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ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DESA BINUANG 
KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR  
OLEH : 
RITA AYU LESTARI 
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa yang terdapat di Desa Binuang 
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa 
Binuang sudah terealisasikan dengan baik sebagaimana mestinya. Sejalan 
dengan tujuan penelitian diatas, maka Informan-informan dalam penelitian ini 
berjumlah 10 orang yaitu 1 orang terdiri dari Kepala Desa, 2 orang dari BPD, 2 
orang perangkat desa dan 5 orang masyarakat. Jenis dan sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Setelah data 
yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut 
dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara deskriptif, yaitu menganalisa 
data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata yang 
dituangkan dalam bentuk tabel kemudian dijabarkan dalam bentuk kata-kata 
secara rinci biar lebih mudah di fahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Binuang 
sudah digunakan dengan baik. Dapat di buktikan dari perbaikan jalan dari 
kampung ke kampung yang telah lama rusak dan pembuatan jalan aspal untuk 
memudahkan masyarakat di Desa Binuang.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undang UU No. 32 Tahun 2004. Pemberian otonomi oleh pemerintah 
pusat kepada daerah adalah bertujuan agar daerah dapat mengelolah dan 
mengurus derahnya sendiri. Desa merupakan daerah otonom terkecil 
disistem pemerintahan indonesia sekaligus merupakan ujung tombak dari 
pembangunan negara ini. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempet, berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Oleh karena itu, pemerintah menyadari akan pentingnya 
pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah menyadari akan 
pentingnya pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah banyak 
melakukan program-program pembangunan desa dengan mengeluarkan 
dana yang cukup besar kepada desa. Adapun dana yang di peroleh oleh 
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desa adalah Dana Desa dari Kabupaten, Dana Desa dari Provinsi dan 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari pemerintah pusat. 
Desa merupakan pemerintahan yang sangat kecil, namun 
mendapatkan dana yang sangat banyak dari berbagai pihak yang 
disebutkan diatas maka perlu adanya pengelolaan keuangan desa. 
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 
Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pentausaha, pelaporan dan 
pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa yang dilakukan 
berdasarkan musyawarah desa. 
Kebanyakan pada tingkat desa yang terjadi adalah kekurangsiapan 
untuk menerima banyaknya bantuan desa yang diberikan dan harus 
mengelola dana tersebut. Oleh karena masalah tersebut maka banyak 
penggunaan anggaran yang tidak tepat pada sasarannya serta penggunaan 
dana yang kurang efektif dan efesien. Berikut jumlah rincian APBDesa di 







Tabel 1.1 Rincian APBDes di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar Tahun 2019 






1 Pendapaan Asli Desa  Rp.0 0 0 
2 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 527.947.000 Rp. 527.947.000 0 
3 Dana Desa (DD) Rp. 780.277.000 Rp. 780.277.000 0 
4 Penyisihan Pajak Restribusi 
Daerah 
Rp. 32.546.000 Rp. 30.957.250 Rp. 1.588.750 
Jumlah  Rp. 1.340.770.000 Rp. 1.339.181.250 Rp. 1.588.750 
Sumber : Kantor Desa Binuang Tahun 2019 
 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa desa memiliki pendapatan desa 
asli desa adalah Rp. 0, hal tersebut menunjukan bahwa desa memiliki 
ketergantungan yang sangat besar kepada pemerintah dalam hal mendapatkan 
sumber keuangan desa seperti yang dijelaskan diatas desa mendapatkan bantuan 
seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Penyisihan Pajak 
Restribusi dari Kabupaten dan berikut ini merupakan rincian belanja desa di Desa 






Tabel 1.2 Rincian Jumlah Belanja Desa Di Desa Binuang Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019 






1 Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 
Rp. 543.529.000 Rp. 633.776.962 Rp. 15.888.928 
2 Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 
Rp 925.383.900 Rp 925.383.900 0 
3 Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan  
Rp. 18.600.000 Rp. 18.600.000 0 
4 Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 
Rp. 166.635.000 Rp. 166.635.000 0 
Jumlah  Rp. 1.760.284.790 Rp. 1.744.395.862 Rp. 15.888.928 
Sumber : Kantor Desa Binuang Tahun 2019 
 Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat dari rincian belanja desa di Desa 
Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada tahun 2019 bahwa 
bidang pembangunan desa pengeluaran terbesar yaitu Rp. 894.553.900 dan 
penggunaan terkecil pada bidang pembinaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 
15.600.000. Adapun perincian dari penggunaan angggaran desa di Desa Binuang 
Kecamatan Bangkinang Kecamatan Kampar sebagai berikut:  
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Tabel 1.3 Rincian Pengggunaan Anggaran Desa Di Desa Binuang 
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019 







1 BIDANG PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAH DESA. 
a. Penyelenggaraan Belanja 








Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Perangkat 
Desa. 
c) Penyediaan Jaminan 
Sosial Bagi Kepala 























































b. Penyediaan Sarana 
Prasarana Pemerintah Desa. 








c. Pengelolaan Administrasi 
Kependudukan 
a) Belanja Barang 
Perlengkapan 





























































d. Penyelengaraan Tata Praja 
Pemerintah, Perencana, 
Keuangan dan Pelaporan. 




b) Belanja Barang dan 
Jasa 
c) Penyusunan Dokumen 
Keuangan Desa 
d) Penyusunan Kebijakan 
Desa 











































2 BIDANG PELEKSANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 
1. Sub Bidang Pendidikan. 
a. Penyelengaaraan 
PAUD/TK/TPA/TKA/TP


















Milik Desa (Honor, 
Pakaian dll). 




c. Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana 
PAUD/TK/TPA/TKA/TP






e. Pengelolaan Perpustakaan 
Milik Desa (Pengadaan 
Buku, Honor, Taman 
Baca) 
f. Pengembangan dan 
Pembinaan Sanggar Seni 
dan Belajar. 
 






























































Tambahan, Kelas Bumil, 
Lansia, Insentif). 
b. Pengasuhan Bersama atau 
Bina Keluarga Belita 
(BKB) 
 
3. Sub Bidang Pekerjaan 









Pembuangan Air Limbah. 
 
5. Sub Bidang Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika. 



























































Komunikasi dan Informasi 
Lokal Desa. 
3 BIDANG PEMBINAAN 
KEMASYARAKATAN  
1. Sub Bidang Ketentraman, 








2. Sub Bidang Kebudayaan 
dan Keagamaan 




3. Sub Bidang Kepemudaan 















































































4 BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
1. Sub Bidang Pertanian dan 
Pertenakan 
Peningkatan Produksi 




2. Sub Bidang Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga. 






































Jumlah Belanja Rp. 1.760.284.790 Rp. 1.744.395.862 Rp. 15.888.928 
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 Sumber: Kantor Desa Tahun 2019 
 Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa sangat baik dan 
tersalurkan semuanya dan juga pengelolaan keuangan Desa Binuang yang 
transparan dengan adanya papan informasi pengelolaan anggaran dan pendapatan 
belanja desa (APBDesa) di depan Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 2 
tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, tertib dan 
disiplin anggaran. 
 Desa Binuang yang mendapat dana yang sangat besar hingga mencapai 1 
Milyar lebih, dengan besarnya dana tersebutkan maka berdasarkan asas akuntabel 
masyarakat merupakan objek yang memiliki hak tertinggi terhadap pengelolaan 
keuangan desa disamping pihak-pihak lainnya, namun kenyataannya pertanggung 
jawaban kinerja pemrintah tentang pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat 
masih kurang. 
 Tingkat pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan masih rendah 
hal ini terlihat pada kehadiran dalam kegiatan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa (MUSREMBANG) yang hanya dihadiri oleh perangkat desa 
saja namun masyarakat tidak terlibat secara efektif dalam kegiatan tersebut, tidak 
hanya dalam MUSREMBANG tetapi pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung 
jawaban masyarakat masih kurang aktif. 
 Oleh karena ini pengelolaan keuangan desa yang terancana dengan baik 
harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa sehingga masyarakat dapat 
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merasakan pembangunan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 
penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan 
Anggaran Keuangan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar” 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan 
diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 
Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar? 
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan penelitian merupakan arah yang akan dituju seseorang peneliti 
dalam melakukan penelitian, sasaran dan target kegiatan hendaknya 
dicantumkan dalam tujuan penelitian. Tujuan tersebut sangat terkait 
dengan judul penelitian yaitu mengetahui pengelolaan keuangan desa di 
Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 
2. Manfaat penelitian. 
a. Bagi Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar.  
Memberikan saran serta masukan yang berguna bagi Kantor Desa 
Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dalam 






b. Bagi Penulis. 
Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan 
yang berharga dalam penulisan tugas akhir ini. 
c. Bagi Peneliti selajutnya. 
Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dibidang ilmu 
akuntansi terutama anggaran pengeluaran. 
1.4 Metode Penelitian. 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan 30 Januari 2020 yang 
bertempat pada Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar. 
2. Jenis Data 
a. Data Primier. 
Data primier adalah data yang diperoleh dari hasil 
wawancara yang berupa keterangan lisan yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
b. Data Sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor 
Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 
yang berhubungan dengan peritungan dan data yang 
diperlukan. 
3. Teknik Pengumpulan Data. 
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a. Wawancara  
Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan 
wawancara secara lansung kepada pimpinan di Kantor Desa 
Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 
b. Dokumetasi 
Dengar cara mengutip secara langsung dari data laporan 
anggaran pendapatan dan belanja Desa Binuang Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gamabran secara umum dari penulisan 
ini, penulis membaginya kedalam beberapa bab sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Pada bab ini membahas gambaran umum Kantor Desa 
Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang 
membahas tentang sejara berdirinya, struktur organisasi, 
visi dan misi, wewenang serta tangung jawab, demografi 
desa, keadaan sosial desa dan pembagian wilayah desa. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
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Berisikan tentang uraian secara umum hasil penelitian dan 
pembahasan. 
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 


















GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
2.1 Sejarah Desa Binuang  
Desa Binuang mulai terbentuk pada tahun 2008, yang pada saat itu 
dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama M. Nasir Nur dan pada 
tahun 2013 di adakan kembali pemungutan suara untuk memilih Kepala 
Desa baru dan terpilihlah Ibu Roslaini sebagai Kepala Desa periode 2013-
2019. 
Desa Binuang memiliki 4 dusun, diataranya Dusun Matoluok, 
Dusun Sungkinang, Dusun Bukit Permain dan Dusun Subanglan. 
2.2 Demografis Desa Binuang  
Desa Binuang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 
Bangkinang, Kabupten Kampar, Provinsi Riau, yang mempunyai luas 
406,25 Ha dengan ketinggian 40 DPL. Yang mana 116 Ha digunakan 
untuk sawah, 132 Ha tanah kering dan 170,55 untuk tanah perkebunan.  
1. Batas Desa Binuang 
Sebelah Utara   : Kelurahan Pasir Sialang 
Sebelah Selatan : Kelurahan Langgini 
Sebelah Timur  : Kelurahan Muara Uwai 





2. Penetapan Batas dan Peta Wilayah 
Penetapan batas wilayah dengan dasar hukum Perda No: Perbub 
No 10 Tahun 2005. 
3. Jumlah Penduduk Desa Binuang 
Jumlah penduduk yang ada di Desa Binuang sekitar 1939 orang 
tergabung dalam 465 Kepala Keluarga. Masyarakat Desa Binuang, 
adat istiadat dan kebiasaan memang masih kental disana. 
Keberagaman masih terlihat dan bisa dirasakan dengan jelas, 
solidaritasnya kuat, kerjasama dan gotong royong masih terasa. Karena 
memang pada dasarnya manusia terlahir sebagai makhluk sosial.  
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk 
a. Jumlah laki-laki                                     : 1000 Orang 
b. Jumlah perempuan                                 : 939 Orang  
c. Jumlah total (a+b)                                  : 1939 Orang 
d. Jumlah kepala keluarga                          : 465 Kepala Keluarga  
e. Kepadatan penduduk (c/luas desa)        : 1939/462,5 per km 
Sumber: Kantor Desa Binuang 
4. Pendidikan  
Negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga 
negaranya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak 
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sesuai bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap 
warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 
Tabel 2.2 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 
1 Usia 3-6 Tahun yang sedang  
masuk TK/playgrup 
11 14 
2 Usia 7-18 yang sedang 
sekolah 
94 99 
3 Usia 18-56 tahun yang tidak 
tamat SD 
6 5 
4 Usia 18-56 tahun yang tidak 
tamat SLTP 
15 21 
5 Usia 18-56 tahun yang tidak 
tamat SLTA 
24 36 
6 Tamat SD/ sederajat 317 264 
7 Tamat SMP/ sederajat 266 162 
8 Tamat D-2/ sederajat 16 32 
9 Tamat D-3/ sederajat 37 34 
10 Tamat S-1/ sederajat 57 44 
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11 Tamat S-2/ sederajat 3 - 
Jumlah  788 667 
Sumber: Kantor Kepala Desa  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Binuang pendidikan 
baik swasta maupun negeri mulai Pra Sekolah, SD, SLTP, SLTA, 
Sarjana. 
5. Ekonomi Masyarakat Mata Pencaharian Pokok 
Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Binuang mempunyai 
beragam macam pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.3 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian                      
Penduduk 
No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 
1 Petani  163 Orang 147 Orang 
2 Pegawai negeri sipil  18 Orang 11 Orang 
3 Pedagang keliling 4 Orang - 
4 Peternak  30 Orang - 
5 Wiraswasta  15 Orang - 
6 Swasta  135 Orang 45 Orang 
Jumlah 365 Orang 203 Orang 
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Jumlah total penduduk                                                                  568 
Sumber: Kantor Desa Binuang  
Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk 
menurut jenis pekerjaan yang banyak di Desa Binuang yaitu Petani 
yang jumlah 310 orang. Dapat dipahami bahwa masyarakat atau 
penduduk di Desa Binuang banyak yang membuka lahan pertanian 
sebagai mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. 
6. Agama  
Semua warga di Desa Binuang memiliki Agama Islam, karena dari 
nenek moyangnya sudah menganut Agama Islam dan sampai sekarang 
pun berkembang dengan baik tanpa ada campuran dari Agama lain. 
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Binuang Berdasarkan Agama 
No Agama Laki-laki Perempuan 
1 Islam 1000 939 
Jumlah 1000 939 









2.3 Lembaga Pemerintahan Desa 
Tabel 2.5 Lembaga Pemerintahan Desa Binuang 
No Nama Jabatan 
1 Roslaini,S.Pd Kepala Desa  
2 Hardianto  Sekretaris Desa 
3 Linda  Kaur Perencanan 
4 M Fadhil Kaur Umum 
5 Nurdayana,S.Pd Kaur Keuangan 
6 Hermansyah Kasi Pemerintahan  
7 Ratna Wilis  Kasi Pelayanan 
8 Badril Ilham,S.Pi Kasi Kesejahteraan 
Sumber: Kantor Desa Binuang 
1. Kepala Desa 
 Adapun tugas Kepala Desa sebagai berikut: 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 







Adapun fungsi dari Kepala Desa sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 
pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah 
pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya 
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penata dan 
pengelolaan wilayah. 
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan 
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna. 
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya. 
2. Sekretaris Desa 
Adapun tugas Sekretari Desa sebagai berikut: 
1. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja desa. 
2. Mengoordinasian pelaksanaan teknis dan pelaksanaan kewilayahan. 
3. Menjalankan administrasi desa. 
4. Menyelenggarakan kesekretariatan desa. 
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5. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan 
organisasi pemerintahan desa melaksanakan urusan rumah tangga, dan 
perewatan sarana dan prasaranan fisik pemerintah desa. 
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 
Adapun fungsi Sekretari Desa sebagai berikut: 
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 
2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan 
dinas, dan pelayanan umum. 
3. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 
pengahasilan Kepala Desa, Perangakat Desa, BPD, dan lembaga 
pemerintahan desa lainnya. 
4. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 
2. Kaur Perencanaan 
Adapun  tugas daru Kaur Perencanaan sebagai berikut: 
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1. Menyiapakan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan 
pemerintahan desa. 
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan 
kerja pemerintah desa secara rutin dan/atau berkala. 
3. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun 
anggaran dan akhir masa jabatan. 
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan 
yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa. 
5. Melaksanakan Musrembang Desa. 
6. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. 
7. Menyusun rencana kerja pemerintahan desa. 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan. 
Adapun fungsi dari Kaur Pemerintahan sebagai berikut: 
1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. 
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan. 
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program  
4. Menyusun laporan. 
3. Kaur Umum 
Adapaun tugas dari Kaur Umum sebagai berikut: 
1. Melakukan urusan surat menyurat. 
2. Melaksanakan pengelolaan asrip pemerintah desa. 
3. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa. 
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4. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan kegiatan 
pemerintah desa. 
5. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa. 
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang 
diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa. 
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan. 
Adapun fungsi dari Kaur Umum sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. 
2. Pelaksanaan administrasi surat menyurat. 
3. Pelaksanaan arsip 
4. Pelaksanaan urusan arsip. 
5. Pelaksanaan urusan ekspedisi. 
6. Pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat desa. 
7. Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan 
kantor. 
8. Pelaksanaan urusan penyiapan rapat. 
9. Pelaksanaan urusan pengadministrasian aset. 
10. Pelaksanaan urusan inventarisasi. 
11. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas. 
12. Pelaksanaan urusan pelayanan umum. 
4. Kaur Keuangan  
Adapun tugas dari Kaur Keuangan sebagai berikut: 
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1. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan, dan perhitungan 
desa. 
2. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin 
Lurah Desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan 
desa. 
3. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
4. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa. 
5. Menggali sumber pendapatan desa. 
6. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang 
diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa. 
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan. 
Adapun fungsi dari Kaur keuangan sebagai berikut: 
1. Pengurusan administrasi keuangan. 
2. Administrasisumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. 
3. Verifikasi administrasi keuangan. 
4. Administrasi penghasilan Lurah Desa, Pamong Desa, BPD, dan 
lembaga pemerintah desa lainnya. 
5. Kasi Pemerintahan 
Adapun tugas dari Kasi Pemerintahan sebagai berikut: 
1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 
pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan. 
2. Melaksanakan administrasi kependudukan. 
3. Melaksanakan administrasi pertanahan. 
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4. Melaksanakan pembinaan sosial politik. 
5. Memfasilitasi kerja sama pemerintah desa. 
6. Menyelesaikan perselihisan warga. 
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah. 
Adapun fungsi dari Kasi Pemerintahan sebagai berikut: 
1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 
2. Menyususn rancanagan regulasi desa. 
3. Pembinaan masalah pertanahan. 
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan kependudukan. 
6. Penataan dan pengelolaan wilayah. 
7. Penataan dan pengelolaan profil desa. 
6. Kasi Pelayanan  
Adapun tugas dari Kas pelayanan sebagai berikut: 
1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 
pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, 
sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaa, kesehatan 
masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang 
tugasnya. 
3. Mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu. 
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Lurah. 
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Adapun fungsi dari Kasi Pelayanan sebagai berikut: 
1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakt. 
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat. 
3. Pengoordinasian kegiatan pelayanan satu pintu. 
4. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 
ketenagakerjaan. 
7. Kasi Kesejahteraan  
Adapun tugas dari Kasi Kesejahteraan sebagai berikut: 
1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 
pembangunan desa. 
2. Melaksanakan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa 
dan sumber-sumber pendapatan desa. 
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang 
tugasnya. 
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman warga. 
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan 
hidup. 
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 
Adapun fungsi dari Kasi Kesejahteraan sebagai berikut: 
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. 
30 
 
2. Pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas 
sosialisasi. 
3. Motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan 
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
2.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa 
Tabel 2.6 Badan Permusyawaratan Desa Binuang 
No Nama Jabatan 
1 H. Nazaruddin,SE Ketua  
2 M Yasir,KSY Sekretaris  
3 H Sulaiman,S.Pd Anggota  
4 Hendrayanti,S.Ag Anggota 
5 Nurikhlas,S.SOS.i Anggota  
6 M Nasir Anggota  
7 Busari,S.Pd Anggota  
8 Syahril  Anggota  
9 Eriyanto  Anggota  








4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pengelolaan keuangan di 
Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar maka penulis 
mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Binuang Sangat 
Baik, dapat dibuktikan dari tabel-tabel yang ada di bab praktek diatas dan dari 
hasil wawancara dengan informan. 
4.2 Saran  
1. Pemerintah Desa.  
Diharapkan untuk kedepannya manajemen desa lebih bisa melakukan 
penganggaran untuk APBDesa yang akan datang supaya tidak terjadi 
lagi dana yang belum terealisasi atau dana anggaran yang kurang. 
2. Bagi Masyarakat.  
Diharapkan berpartisipasi dalam membangun desa bersama, karena 
partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Desa 
Binuang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Apakah anggaran tahun 2019 sudah menjamin pembangunan pada tahun 
2019 dan darimana sumber keuangan di Desa Binuang?. 
Jawab:Dalam hal ini yang dibahas anggaran tahun 2019 yang memang 
sudah 
menjamin pembangunan secara materi, tergantung pada 
penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri dan semua dana 
desa berdasar dari PAD, Pendapatan Transfer  yang bersumber dari 
APBN, APBD Kabupaten, Retribusi Daerah Kabupaten, Bantuan 
Keuangan yang bersumber dari Provinsi dan Kabupaten. 
2. APBD yang telah disusun tersebut berpedoman kepada apa dan apakah di 
Desa Binuang mempunyai pendapatan selain dari APBN? 
Jawab: APBD akan di susun berpedoman pada RKP yang telah disusun 
oleh  
Kepala Desa bersama Perangkat Desa, BPD serta unsur pemerintah 
desa lainnya. Dan semua dana desa memang bersumber dari yang 
telah dijelaskan oleh ibu kepala desa sebelumnya dan telah 
digunakan untuk keperluan masyarakat di Desa Binuang. 
3. Bagaimana pendapat anda mengenai belanja Desa Binuang? 
Jawab: Mengenai pembangunan, jalan yang terdapat di Desa Binuang  
 memang masih ada jalan yang rusak dibeberapa titik. 
4. Ada atau tidak alternatif untuk menekan besarnya belanja? 
   
Jawab: Dalam mengelolaan keuangan desa, misalnya melakukan  
pembangunan pemerintah mempertimbangkan manfaat kepada 
masyarakat banyak bukan hanya manfaat kepada segelintir 
orang yang merasakan manfaat dari pembangunan yang tekah 
dilakukan oleh pemerintah Desa Binuang tersebut. 
5. Apakah Desa Binuang memiliki pendapatan asli desa? 
Jawab: Sumber pendapatan desa semua berasal dari APBD dan APBN 
dan desa tidak mempunyai usaha sendiri untuk mendapatkan 
pendapata. 
 
























Dana Desa 780.277.000,00 780.277.000,00 0,004.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 32.546.000,00
30.957.250,00 1.588.750,00
4.2.2.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 32.546.000,00 30.957.250,00 1.588.750,004.2.2.01.
Alokasi Dana Desa 527.947.000,00
527.947.000,00 0,00
4.2.3.
Alokasi Dana Desa 527.947.000,00 527.947.000,00 0,004.2.3.01.
Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
4.2.4.
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,004.2.4.01.
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 24.975.565,00
24.975.565,00 0,00
4.2.5.




Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 70.991.325,00
70.991.325,00 0,00
4.3.5.
Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 70.991.325,00 70.991.325,00 0,004.3.5.01.
1.636.736.890,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.635.148.140,00 1.588.750,00
BELANJA
5.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 649.665.890,00
1 633.776.962,00 15.888.928,00










Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 30.400.000,00
30.400.000,00 0,00
5.1.1.
1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,005.1.1.01.
1.1.1 Tunjangan Kepala Desa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,005.1.1.02.
261.950.000,001.1.2
259.750.000,00






Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 261.950.000,00
259.750.000,00 2.200.000,00
5.1.2.
1.1.2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 256.900.000,00 254.700.000,00 2.200.000,005.1.2.01.
1.1.2 Tunjangan Perangkat Desa 5.050.000,00 5.050.000,00 0,005.1.2.02.
13.688.928,001.1.3
0,00






Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 13.688.928,00
0,00 13.688.928,00
5.1.3.
1.1.3 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 978.744,00 0,00 978.744,005.1.3.01.
Halaman 1













1.1.3 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 10.766.184,00 0,00 10.766.184,005.1.3.02.
1.1.3 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 162.000,00 0,00 162.000,005.1.3.03.
1.1.3 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 1.782.000,00 0,00 1.782.000,005.1.3.04.
108.154.072,001.1.4
108.154.072,00
0,00Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honor PKPKD dan PPKD dll)




Belanja Barang Perlengkapan 56.817.000,00
56.817.000,00 0,00
5.2.1.
1.1.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 8.813.500,00 8.813.500,00 0,005.2.1.01.
1.1.4 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 2.575.000,00 2.575.000,00 0,005.2.1.02.
1.1.4 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan5.408.000,00 5.408.000,00 0,005.2.1.03.
1.1.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 8.420.500,00 8.420.500,00 0,005.2.1.05.
1.1.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,005.2.1.06.
1.1.4 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 7.000.000,00 7.000.000,00 0,005.2.1.08.
1.1.4 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 9.600.000,00 9.600.000,00 0,005.2.1.09.
1.1.4
Belanja Jasa Honorarium 18.600.000,00
18.600.000,00 0,00
5.2.2.
1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,005.2.2.90.
1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,005.2.2.99.
1.1.4
Belanja Perjalanan Dinas 20.810.000,00
20.810.000,00 0,00
5.2.3.
1.1.4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 4.560.000,00 4.560.000,00 0,005.2.3.01.
1.1.4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 16.250.000,00 16.250.000,00 0,005.2.3.02.
1.1.4
Belanja Operasional Perkantoran 8.127.072,00
8.127.072,00 0,00
5.2.5.
1.1.4 Belanja Jasa Langganan Listrik 4.527.072,00 4.527.072,00 0,005.2.5.01.
















1.1.5 Tunjangan Kedudukan BPD 7.200.000,00 7.200.000,00 0,005.1.4.01.
1.1.5 Tunjangan Kinerja BPD 48.000.000,00 48.000.000,00 0,005.1.4.02.
5.000.000,001.1.6
5.000.000,00
0,00Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)




Belanja Barang Perlengkapan 2.300.000,00
2.300.000,00 0,00
5.2.1.
1.1.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.203.500,00 1.203.500,00 0,005.2.1.01.
1.1.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 156.500,00 156.500,00 0,005.2.1.05.
1.1.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 940.000,00 940.000,00 0,005.2.1.06.
1.1.6
Belanja Jasa Honorarium 2.700.000,00
2.700.000,00 0,00
5.2.2.
1.1.6 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,005.2.2.99.
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Belanja Jasa Honorarium 72.000.000,00
72.000.000,00 0,00
5.2.2.
1.1.7 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,005.2.2.03.










Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat57.202.325,00
57.202.325,00 0,00
5.3.2.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.400.000,00 24.400.000,00 0,005.3.2.03.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan31.112.825,00 31.112.825,00 0,005.3.2.04.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan Dapur 1.689.500,00 1.689.500,00 0,005.3.2.05.
5.000.000,001.2.2
5.000.000,00
0,00Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa







1.2.2 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,005.2.6.02.





0,00Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan
Pemerintahan Desa




Belanja Barang Perlengkapan 750.000,00
750.000,00 0,00
5.2.1.
1.3.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 750.000,00 750.000,00 0,005.2.1.06.
1.3.3
Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00
2.250.000,00 0,00
5.2.2.
1.3.3 Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.2.05.




0,00Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya
(Musdus, rembug desa Non Reguler)




Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
5.2.1.
1.4.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 675.000,00 675.000,00 0,005.2.1.05.
1.4.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.325.000,00 1.325.000,00 0,005.2.1.06.
3.095.000,001.4.3
3.095.000,00
0,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDesa/RKPDesa dll)




Belanja Barang Perlengkapan 1.175.000,00
1.175.000,00 0,00
5.2.1.
1.4.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.175.000,00 1.175.000,00 0,005.2.1.06.
1.4.3
Belanja Jasa Honorarium 1.920.000,00
1.920.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.920.000,00 1.920.000,00 0,005.2.2.99.
2.000.000,001.4.4
2.000.000,00
0,00Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,
APBDes Perubahan, LPJ dll)
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Belanja Jasa Honorarium 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.4 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.99.
6.000.000,001.4.6
6.000.000,00
0,00Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades
selain Perencanaan/Keuangan)




Belanja Barang Perlengkapan 2.400.000,00
2.400.000,00 0,00
5.2.1.
1.4.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.270.000,00 1.270.000,00 0,005.2.1.01.
1.4.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 232.000,00 232.000,00 0,005.2.1.05.
1.4.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 898.000,00 898.000,00 0,005.2.1.06.
1.4.6
Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00
3.600.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.6 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,005.2.2.01.
24.975.565,001.4.10
24.975.565,00
0,00Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,
Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD




Belanja Barang Perlengkapan 11.785.565,00
11.785.565,00 0,00
5.2.1.
1.4.10 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.478.405,00 1.478.405,00 0,005.2.1.01.
1.4.10 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.987.360,00 3.987.360,00 0,005.2.1.05.
1.4.10 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.800.000,00 2.800.000,00 0,005.2.1.06.
1.4.10 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.519.800,00 3.519.800,00 0,005.2.1.99.
1.4.10
Belanja Jasa Honorarium 12.550.000,00
12.550.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Petugas 12.550.000,00 12.550.000,00 0,005.2.2.05.
1.4.10
Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00
640.000,00 0,00
5.2.3.
1.4.10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 640.000,00 640.000,00 0,005.2.3.01.












Belanja Jasa Honorarium 73.200.000,00
73.200.000,00 0,00
5.2.2.









Belanja Barang Perlengkapan 6.508.900,00
6.508.900,00 0,00
5.2.1.
2.1.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.965.000,00 1.965.000,00 0,005.2.1.01.
2.1.4 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 1.915.000,00 1.915.000,00 0,005.2.1.02.
2.1.4 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan2.628.900,00 2.628.900,00 0,005.2.1.03.
2.1.4
Belanja Operasional Perkantoran 9.600.000,00
9.600.000,00 0,00
5.2.5.



















Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat66.415.000,00
66.415.000,00 0,00
5.3.2.
2.1.4 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 8.500.000,00 8.500.000,00 0,005.3.2.02.
2.1.4 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan57.915.000,00 57.915.000,00 0,005.3.2.04.
2.1.4
Belanja Modal Lainnya 41.500.000,00
41.500.000,00 0,00
5.3.9.









Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 158.875.000,00
158.875.000,00 0,00
5.3.4.
2.1.5 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan2.440.000,00 2.440.000,00 0,005.3.4.01.
2.1.5 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja39.570.000,00 39.570.000,00 0,005.3.4.02.









Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat19.300.000,00
19.300.000,00 0,00
5.3.2.
2.1.6 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan19.300.000,00 19.300.000,00 0,005.3.2.04.
2.1.6
Belanja Modal Lainnya 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
5.3.9.
2.1.6 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,005.3.9.01.
46.000.000,002.1.8
46.000.000,00
0,00Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)




Belanja Jasa Honorarium 36.000.000,00
36.000.000,00 0,00
5.2.2.





Belanja Modal Lainnya 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
5.3.9.
2.1.8 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,005.3.9.01.
28.500.000,002.1.9
28.500.000,00
0,00Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
dan Belajar




Belanja Jasa Honorarium 8.500.000,00
8.500.000,00 0,00
5.2.2.





Belanja Modal Lainnya 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
5.3.9.





0,00Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls
Bumil, Lamsia, Insentif)




Belanja Jasa Honorarium 14.500.000,00
14.500.000,00 0,00
5.2.2.
2.2.2 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 14.500.000,00 14.500.000,00 0,005.2.2.99.
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Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat12.000.000,00
12.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.2.2 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat12.000.000,00 12.000.000,00 0,005.2.7.01.
6.000.000,002.2.6
6.000.000,00
0,00Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
(BKB)




Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00
6.000.000,00 0,00
5.2.2.
2.2.6 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,005.2.2.99.










Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 355.594.000,00
355.594.000,00 0,00
5.3.5.
2.3.11 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 5.469.169,00 5.469.169,00 0,005.3.5.01.
2.3.11 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 98.195.631,00 98.195.631,00 0,005.3.5.02.
2.3.11 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 251.929.200,00 251.929.200,00 0,005.3.5.03.










Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan62.891.000,00
62.891.000,00 0,00
5.3.7.
2.4.16 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan967.600,00 967.600,00 0,005.3.7.01.
2.4.16 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja18.201.400,00 18.201.400,00 0,005.3.7.02.
2.4.16 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material43.722.000,00 43.722.000,00 0,005.3.7.03.




0,00Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi





Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat19.500.000,00
19.500.000,00 0,00
5.3.2.
2.6.3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 19.500.000,00 19.500.000,00 0,005.3.2.02.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 18.600.000,00
3 18.600.000,00 0,00




0,00Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes




Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00
3.600.000,00 0,00
5.2.2.
3.1.2 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,005.2.2.99.




0,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamaan




Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00
5.2.2.
3.2.99 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.05.
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Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
5.2.2.
3.3.6 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,005.2.2.99.









Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
5.2.2.








Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
5.2.2.
3.4.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,005.2.2.99.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 166.635.000,00
4 166.635.000,00 0,00




0,00Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat
produksi/pengelolaan/penggilingan)




Belanja Barang Perlengkapan 81.900.000,00
81.900.000,00 0,00
5.2.1.





4.2.1 Belanja Pemeliharaan Lainnya 14.935.000,00 14.935.000,00 0,005.2.6.99.




0,00Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan




Belanja Jasa Honorarium 18.000.000,00
18.000.000,00 0,00
5.2.2.
4.4.1 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 0,005.2.2.99.
4.4.1
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat28.000.000,00
28.000.000,00 0,00
5.2.7.





Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat17.800.000,00
17.800.000,00 0,00
5.3.2.
4.4.1 Belanja Modal Mesin 17.800.000,00 17.800.000,00 0,005.3.2.10.




0,00Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan
Pembentukan Awal BUMDesa)





















4.6.1 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.05.
4.6.1 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.99.
1.760.284.790,00
JUMLAH BELANJA 1.744.395.862,00 15.888.928,00








SILPA Tahun Sebelumnya 273.547.900,00
274.110.544,00 562.644,00
6.1.1.




Penyertaan Modal Desa 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
6.2.2.
Penyertaan Modal Desa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,006.2.2.01.
123.547.900,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 124.110.544,00 (562.644,00)
0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN
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